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ABSTRACT 

This research aims to provide empirical evidence of the influence of implementing e-invoices and 

e-SPT Value Added Tax (VAT) on the compliance of taxable entrepreneurs registered at KPP Pratama 

Jayapura. Data collection in this research used a questionnaire distributed directly to Taxable 

Entrepreneurs (PKP) registered at KPP Pratama Jayapura. The sampling technique used in this 

research was purposive sampling with a total of 73 respondents taken. The data analysis method used 

in this research is a survey method by giving a number of questionnaires to taxable entrepreneurs at 

KPP Pratama Jayapura which are then analyzed with the help of SPSS 25. 

Based on the tests carried out, the research results show that, partially the implementation of E-

invoicing has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs, and the E-SPT Value 

Added Tax (VAT) has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs registered at KPP 

Pratama Jayapura while simultaneously (together) the implementation of E-invoices and E-SPT value 

added tax (VAT) has a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs registered with KPP 

Pratama Jayapura. 

 

Keywords: Implementation of E-Invoices, E-SPT Value Added Tax (VAT) and Taxable Entrepreneur 

Compliance 

 

1. PENDAHULUAN 

Pajak (tax) adalah salah satu alat kebijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan tarif yang dikenakan pada setiap pemakaian barang atau jasa oleh 

Wajib Pajak. Saat ini PPN menjadi salah satu pajak yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan 

negara, karena PPN selalu disertakan dalam setiap penjualan atau pembelian barang. Selain itu PPN juga 

diterapkan pada pemakaian jasa baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai norma hukum. 

Dalam pelaksanaannya, ada tata cara kapan harus disetor dan dilaporkan, serta bagaimana pemenuhan 

kewajibannya. Namun faktanya masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum menyadari betapa 

pentingnya untuk memenuhi kewajiban tersebut, terutama terkait dengan PPN.  

Pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan beragam upaya guna menaikkan 

penerimaan negara di bidang perpajakan antara lain dengan membuat sistem administrasi perpajakan 

yang modern, efektif dan efisien. Salah satu sistem modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan 

Direktorat Pajak yaitu dengan dikembangkannya aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).  

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat menjadi aplikasi dengan tujuan 

agar dapat memudahkan Wajib Pajak membuat faktur pajak. Terkait dengan Tata Cara Pembuatan dan 

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Nomor 

PER-16/PJ/2014. Selain itu melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 

tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk 
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Elektronik. Dirjen Pajak menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk membuat 

faktur pajak elektronik sesuai aturan penggunaan faktur elektronik.  

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan Wajib 

Pajak dalam menyampaikan SPT. Selain itu Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Nomor (PER-02/PJ/2019). Penggunaan e-

SPT diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban perpajakan 

yang harus dibayarkan, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke KPP 

setempat. E-faktur dan e-SPT dibuat untuk menghemat waktu dan biaya bagi Wajib Pajak dalam 

melaporkan kewajiban perpajakannya. Melalui e- faktur dan e-SPT, Dirjen Pajak berupaya untuk terus 

berinovasi menyempurnakan sistem administrasi perpajakan di sektor PPN.  

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Dirjen Pajak 

Papua dan Maluku, Normadin Budiman Salim mengatakan, hingga 30 April 2020, Wajib Pajak (WP) 

yang melaporkan SPT sebanyak 175.800 WP dari 287.000 yang wajib lapor SPT. Dibandingkan tahun 

2019, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15% WP yang melaporkan SPT. Penurunan disebabkan 

karena pembatasan sosial dan ditiadakannya layanan tatap muka di kantor untuk mencegah penularan 

virus corona atau Covid-19 (www.pasificpos.com).  

Bersumber dari KPP Pratama Jayapura terkait dengan persentase kepatuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8% 

apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena sebagai besar usaha mengalami 

kontraksi akibat dampak covid-19.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Menurut Stanley Milgram (1963) teori kepatuhan menjelaskan tentang suatu keadaan yang mana 

orang patuh kepada peraturan yang ditentukan. Kepatuhan akan perpajakan menjadi kewajiban bagi 

pemerintah dan masyarakat selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan segala aktivitas perpajakan dan 

melangsungkan hak perpajakannya. Wajib Pajak diharapkan dapat patuh terhadap peraturan sekaligus 
terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. 

Teori Kepatuhan sangat cocok digunakan dalam penelitian ini dikarenakan Wajib Pajak yang 

cenderung tidak patuh akan adanya peraturan perpajakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat DJP 

telah membuat aplikasi berupa e-faktur dan e-SPT yang dirasa lebih efisien untuk digunakan dengan 

harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau PKP. 

Terkait dengan teori kepatuhan adapun indikator kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan 

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan penggunaan sistem 

teknologi informasi terhadap individual. TAM berpendapat bahwa penerimaan individual terhadap 

sistem teknologi informasi ditentukan oleh persepsi kegunaan serta persepsi kemudahan penggunaan, 

teori ini dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989). 

http://www.pasificpos.com/
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Teori TAM digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap manfaat serta 

kemudahan e-faktur dan e-SPT dilihat dari persepsi PKP terhadap penggunaan e-faktur dan e-SPT. 

Persepsi PKP terhadap penggunaan e-faktur dan e-SPT sebagai sarana pelaporan faktur pajak dan SPT 

Masa PPN, yaitu dari persepsi kebermanfaatan. Persepsi PKP terhadap manfaat yang didapatkan dengan 

adanya e-faktur dan e-SPT yaitu bermanfaat serta mempercepat pelaporan faktur pajak dan juga 

pelaporan SPT Masa PPN, karena pengguna tidak perlu lagi datang ke KPP untuk melakukan pelaporan 

faktur pajak maupun SPT Masa PPN. 

Berdasarkan penelitian oleh  Cahyani (2022) dan Sudjono et al., (2020) e-faktur dan e-SPT 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Pena Pajak. Hal ini dikarenakan e-

faktur dan e-SPT dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi 

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Terkait dengan teori TAM adapun Indikator untuk variabel e-faktur dan e-SPT yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan dari penerapan e-faktur dan e-SPT. 

2. Sosialisasi kepada Wajib Pajak (PKP). 

3. Kendala dalam penerapan e-faktur dan e-SPT 

4. Proses input dan output 

5. Data disimpan aman 

 

2.1.3 Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 62/PMK.03/2022, faktur Pajak merupakan bukti iuran pajak 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak.  

Menurut peraturan Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak dengan bentuk elektronik atau 

e-faktur adalah aplikasi yang diciptakan DJP. E-faktur diterbitkan karena masih terdapat faktur pajak 

yang digunakan untuk tujuan yang tidak benar, dimana faktur.  

 

2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

Berdasarkan Undang- Undang No.243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak 

berdasarkan pada aturan yang ada dalam bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-SPT 

merupakan sebuah inovasi dari DJP. Tujuannya yakni untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk 
melaporkan SPT. Wajib Pajak bisa melakukan pengunduhan aplikasi e-SPT dari situs www.pajak.go.id. 

Dengan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak bisa mendaftar, menyimpan serta menghasilkan data nomor SPT 

dan melakukan pencetakan SPT maupun lampirannya. 

2.1.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak 

atas pemakaian barang atau jasa yang dikenakan melalui jalur distribusi dan jalur produksi”. Subjek PPN 

yaitu para PKP, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena 

Pajak sesuai Undang-Undang PPN. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertujuan untuk menjaga kestabilan terutama di bidang ekonomi 

seperti dapat membawa perkembangan jenis usaha tertentu, meningkatkan ekspor, menunjang kesehatan 

masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan lain sebagainya. 

2.1.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak atau PKP 

merupakan pengusaha yang menyerahkan Barang atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan peraturan PPN. 

http://www.pajak.go.id/
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PKP yang telah dikukuhkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas 

penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan. Sementara bagi pengusaha kecil yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Tata cara pengukuhan PKP melalui elektronik yaitu dengan melakukan pendaftaran pada laman 

DJP selanjutnya diterbitkannya bukti penerimaan elektronik. Adapun dokumen yang disyaratkan yaitu 

: 

a. Orang Pribadi, fotokopi KTP dan izin usaha 

b. Badan, fotokopi Akta Pendirian, NPWP Pengurus, izin usaha serta kontrak jika kantor virtual 

c.  

2.2 Model Penelitian  

Hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: 

1. H₁: Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) terhadap Kepatuhan Pengusaha 

Kena Pajak. 

2. H₂ : Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap Kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak 

3. H₃ : Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan 

elektronik (e-SPT) PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 

 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, dengan analisis yang diteliti yaitu wajib pajak orang 

pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura maupun yang belum memiliki NPWP.  

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang beralamat di Jalan 

Raya Abepura Kotaraja (Depan Gedung Dinas Otonom Provinsi Papua). 

3.2 Populasi dan sampel 

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki nomor pokok 

wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang berjumlah 3.274 

WP OP. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode 

snowball sampling. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan dengan metode kuantitatif dan Sumber data pada penelitian ini 

berasal dari data primer. 

 

Elektronik Faktur 
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Elektronik (e-SPT) 
(X₂) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan survei dengan menyebarkan kuesioner 

online kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang kemudian dapat disebarluaskan untuk 

mendapatkan data primer. 

3.5 Uji Kualitas Data 

Pada penelitian ini uji kualitas data yang dilakukan menggunakan program Warp PLS. Uji kualitas 

data dilakukan dengan outer model. 

3.6 Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model struktural (inner model). 

3.7 Metode Peneitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan 

menganalisis data, yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan 

masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019).  

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Jayapura dengan alamat di Jalan Otonom No.3, 

Wahno, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, 99224. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini 

adalah agar bisa mendapatkan data yang akurat dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.  

3.8 Populasi dan Sampel 

Populasi yakni sebuah wilayah yang didalamnya meliputi subjek tau objek dengan suatu kriteria 

untuk diidentifikasi kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 

2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Jayapura sejumlah 272 tahun 2022. Data 272 tersebut diperoleh dari KPP Pratama Jayapura. 

Menurut Sugiyono (2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke KPP Pratama Jayapura. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Kriteria Wajib 

Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan orang pribadi 

maupun badan sebagai Wajib Pajak. Alasan menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti 

telah menentukan kriteria dari responden yang menjadi sampel penelitian sehingga teknik ini sesuai 

untuk digunakan pada penelitian ini. 

Dalam penelitian dengan purposive sampling, terdapat rumus bernama rumus Slovin. Rumus 
Slovin merupakan rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel. Rumus ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Alasan menggunakan rumus Slovin adalah untuk 

mengetahui proporsi populasi yang ideal untuk mewakili.  

Adapun perhitungan rumus Slovin untuk menentukan sampel sebagai berikut: 

 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi (PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura tahun    

        2022) 

e = Margin error yang ditoleransi (10%) 

 

𝑛 =  
272

1 + 272 (10%)2
= 73,11  
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 73,11 oleh peneliti dibulatkan menjadi 73 responden. Dalam perhitunganya 

peneliti menggunakan margin error 10% dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil.  

3.9 Metode Analisis Data” 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan software 

SPSS Versi 25. SPSS adalah software khusus untuk pengolahan data statistik yang paling banyak 

digunakan. Penggunaan SPSS dinilai tepat bagi penelitian ini karena dapat mengolah berbagai format 

data selain itu juga data yang dihasilkan akurat. Hal ini menjadi alasan peneliti menggunakan SPSS 

selain karena kemampuan analisis yang sangat baik SPSS juga dapat memudahkan peneliti untuk 

menganalis penelitian yang menggunakan lebih banyak variabel. 

Sebelum menarik hasilnya, hipotesis dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu menggunakan 

model regresi data panel. Regresi data panel digunakan untuk menguji dan memperkirakan hubungan 

antara variabel dependen, variabel uji, dan variabel kontrol lainnya dalam kumpulan data cross-sectional 

dan time-series. Untuk memastikan validitas model yang digunakan, dilakukan uji normalitas dan uji 

asumsi klasik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selain itu, uji-t, 

uji-F dan uji koefisien determinasi digunakan sebagai bagian dari uji hipotesis.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil dan Analisis  

4.1.1 Karakteristik Responden  

Tabel 4. 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

No. Jenis Usaha Jumlah Presentasi 

1. Dagang 37 50,68% 

2. Jasa 36 49,31% 

Jumlah 73 100% 

                Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

Dalam penelitian ini, karakteristik responden berdasarkan jenis usaha jumlah responden yang 

paling banyak adalah responden dengan jenis usaha dagang sebanyak 37 atau sebesar 50,68% sedangkan 

responden dengan jenis usaha jasa sebanyak 36 atau sebesar 49,31%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pengusaha Kena Pajak yang berada di lingkup wilayah KPP Pratama Jayapura yang patuh membayar 

kewajibannya di dominasi oleh Pengusaha Kena Pajak dengan jenis usaha dagang.  

4.1.2 Berdasarkan Wilayah Penelitian  

Dalam penelitian ini, karakteristik responden berdasarkan wilayah penelitian dijelaskan pada 

Tabel di bawah ini.  

Tabel 4. 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah Penelitian 

No. Wilayah (Kecamatan) Jumlah Presentasi 

1. Abepura 30 41,09% 

2. Jayapura Selatan 21 28,76% 

3 Heram 12 16,43% 

4. Jayapura Utara 10 13,69% 

Jumlah 73 100% 

                Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden dengan 

wilayah kecamatan Abepura sebanyak 30 atau sebesar 41,09%. Selain itu responden di wilayah 



 

 

  

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

198 

 

JAKED 
Volume. 18 No. 2, November 2023, Hal:192-207 

 P-ISSN: 1978-4848, E-ISSN: 2621-6787 

kecamatan Jayapura Selatan sebanyak 21 atau sebesar 28,76%. Sisanya di wilayah kecamatan Heram 

sebanyak 12 atau sebesar 16,43% dan wilayah kecamatan Jayapura Utara sebanyak 10 atau sebesar 

13,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang patuh membayar kewajibannya di 

dominasi oleh Pengusaha Kena Pajak yang berada di wilayah kecamatan Abepura. 

4.1.3 Uji Validitas  

a. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) (X1) 

Hasil Uji Validitas Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) 

X1 R. Hitung R. Tabel Sig <a Keteranggan 

X1.1 0,510 0,230 0,00 0,05 Valid 

X1.2 0,413 0,230 0,00 0,05 Valid 

X1.3 0,405 0,230 0,00 0,05 Valid 

X1.4 0,346 0,230 0,00 0,05 Valid 

X1.5 0,370 0,230 0,00 0,05 Valid 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

b. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN 

Hasil Uji Validitas Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (PPN) 

X2 R. Hitung R. Tabel Sig <a Keteranggan 

X2.1 0,791 0,230 0,00 0,05 Valid 

X2.2 0,354 0,230 0,00 0,05 Valid 

X2.3 0,500 0,230 0,00 0,05 Valid 

X2.4 0,564 0,230 0,00 0,05 Valid 

X2.5 0,631 0,230 0,00 0,05 Valid 

 Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

c. Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 

Hasil Uji Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 

Y R. Hitung R. Tabel Sig <a Keteranggan 

Y1 0,717 0,230 0,00 0,05 Valid 

Y2 0,682 0,230 0,00 0,05 Valid 

Y3 0,791 0,230 0,00 0,05 Valid 

Y4 0,758 0,230 0,00 0,05 Valid 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

4.1.4 Uji Reabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

4.1.5  

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

 Dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk semua 

pernyataan dari variabel Elektronik Faktur Pajak yaitu 0,644, variabel Surat Pemberitahuan Elektronik 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Sig> N of 

Item 

Keterangan 

X1 0,644 0,6 5 Reliabel 

X2 0,634 0,6 5 Reliabel 

Y 0,707 0,6 5 Reliabel 
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0,634 dan variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 0,707 yang dapat diartikan nilai Cronbach’s Alpha 

dari masing-masing variabel nilainya lebih dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian ini bersifat reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.  

 

4.1.5 Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

  

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

FPE 73 20 25 23,58 1.443 

E-SPT (PPN)  73 23 25 24,33 .728 

KPKP 73 16 20 19,15 1.186 

Valid N 

(listwise) 

73 
    

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

a. Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) 

Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) merupakan faktur pajak yang disediakan DJP dalam 

bentuk elektronik. Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel Elektronik Faktur Pajak (e-

Faktur) memiliki nilai minimum 20 dan nilai maximum 25. Adapun nilai rata-rata sebesar 23,58 

dan standar deviasi sebesar 1.443. 

 

b. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) merupakan surat pemberitahuan yang disediakan 

DJP dalam bentuk elektronik. Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel Surat 

Pemberitahuan Elektronik memiliki nilai minimum 23 dan nilai maximum 25. Adapun nilai rata-

rata sebesar 24,33 dan standar deviasi sebesar 728. 

 

c. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan perilaku yang menunjukkan Pengusaha Kena 

Pajak sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tabel 4.9 di atas 

menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai minimum 23 dan 
nilai maximum 25. Adapun nilai rata-rata sebesar 19,15 dan standar deviasi sebesar 1,186. 

 

4.1.6 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dapat dilakukan dengan 

analisis grafik dan uji Kolmogrov-Smirnov. Uji normalias dapat digunakan dengan pendekatan 

analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik pp-plot, berikut ini 

adalah gambar grafik dari uji normalitas data yang dilakukan.’’ 
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Gambar 4. 1 

Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

P-Plot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N  73 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation .77530177 

Most Extreme Differences Absolute .085 

 Positive .065 

 Negative -.085 

Test Statistic  .085 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .200c,d 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 
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Pada tabel 4.10 merupakan hasl uji normalits di peroleh nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar 

dari pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolonieritas  

Coefficientsª 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

“Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat masing-masing variabel independen memilikii nilai 

Tolerance yaitu Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) senilai 0,921 dan Surat Pemberitahuan Elektronik 

(e-SPT). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

dalam model regresi penelitian ini, sebab niai Tolerance yang diperoleh >0,1 dan nilai VIF <10.  

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pada uji heteroskedastistas dalam gambar tersebut dilakukan dengan menggunakan Scatterplot 

dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol dan tidak berkumpul 

di satu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastistas.’’ 

Hasil Uji Glejser 

Model Unstandarized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffiiciients 

t sig 

B Std.Error Beta 

(constant) 3.135 1.809  1.732 0,08 

Model  Collinierity statistics  

Tolerance  VIF  

1 (Constant)   

 FPE .921 1.085 

 E-SPT (PPN) .921 1.085 
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Total.X1 -.108 .038 -.332 -2.83 0,060 

Total.X2 .001 .076 .002 .014 0,989 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap risidual 

absodut. Dari hasil perhitungan nilai uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel 

independen yang memiliki nilai < 0,05 yaitu variabel Faktur Pajak Elektronik (-e-Faktur) sebesar 0,060 

dan variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN memiliki nilai sebesar 0,989. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi. 

 

4.1.7 Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Hasil Regresi Linear Berganda 

Model Unstandarized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffiiciients 

t sig 

B Std.Error Beta 

(constant) 3.135 1.809  1.732 0,08 

Total.X1 -.108 .038 -.332 -2.83 0,060 

Total.X2 .001 .076 .002 .014 0,989 

Sumber: Data Dilolah Peneliti (2023) 

Pada tabel 4.13 terdapat nilai konstantata dan nilai-nilai koefisien linear berganda untuk masing-

masing variabel. Berdasarkan nilai tersebut, dapat ditentukan model regresi linear berganda yang 

dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:’’ 

Y= a+b1x1 + b2x2 + b3x3+…+e 

Y = 3.135 + -0,108X1 + 0,001X2 + e 

Keterangan: 

Y  : Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak  

a  : konstanta 

b1b2  : Koefisien regresi  

x1  : Faktur Pajak Elektornik (e-Faktur) 

x2  : Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

e  : Error  

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel sebagai 

berikut : 

1. Nilai Konstanta dari hasil penelitian menunjukkan nilai yang positif sebesar 3, 135 artinya jika skor 

variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dianggap 

ada atau sama dengan nol, maka skor kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Bertambah. 

2. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) (X1) berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak (Y), dengan koefsien Regresi -0,108. Yang artinya variabel Faktur Pajak 

Elektronik (e-Faktur) (X1) tidak mempunyai pengaruh yang  searah dengan kepatuhan pengusaha 

kena pajak (Y), apabila variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) meningkat maka  Kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak akan meningkat dan apabila variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) turun 

maka kepatuhan pengusaha kena pajak menurun. 

3. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (X2) PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak (Y), dengan koefsien Regresi 0,001 yang artinya variabel Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) (X2)  mempunyai pengaruh yang  searah dengan  
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4. kepatuhan pengusaha kena pajak (Y), apabila variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

meningkat maka kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat dan apabila varabel surat 

pemberitahuan eletronik turun maka kepatuhan pengusaha kena pajak menurun. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari nilai Adjusted R Square 0,561 maka hal tersebut menunjukkan bahwa faktur pajak 

elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT), mampu menjelaskan kepatuhan 

pengusaha kena pajak 56,1% sisanya 43,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti pemahaman sistem 

pemungutan pajak dan tarif perpajakan yang tidak dimasukan dalam model regresi pada penelitian ini.  

 

4.1.8 Uji T (Parsial) 

Coefficientsª 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

 
H1: Penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) berpengaruh terhadap kepatuhan 

pengusaha kena pajak. 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas untuk variabel faktur pajak elektronik (e-Faktur) memiliki niilai t 

6,638 dengan nilai profabilitas signifikan sebesar 0,00 signifikan t lebih besar dari α (0,05) maka Ha 

diterima. Oleh karena itu ada pengaruh signifikan antara faktur pajak elektronik (e-Faktur) terhadap 

kepatuhan pengusaha kena pajak. 

H2: Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha 

kena pajak. 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas untuk variabel surat pemberitahuan elektronik memiliki nilai t 

5,206 dengan nilai profabilitas signifikan sebesar α 0,000 signifikan t lebih kecil dari α (0,05) maka Ha 

diterima, berarti ada pegaruh signifikan antara  surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap 

kepatuhan pengusaha kena pajak.  

 

 

Model 

 

 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .757a .573 .561 .786 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

   

 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

  

  

 

 

Model B Std. Error t Sig. 

1 (Constant) -7.731 3.172 
 

-

2.437 

.017 

 Faktur Pajak Elektronik (e-

Faktur) 

.427 .067 .520 6.386 .000 

 Surat Pemberitahuan 

Elektronik (e-SPT) 

.691 .133 .424 5.206 .000 
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4.1.9 Uji F (Simultan) 

ANOVAª 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F sig 

Regression 58.064 2 29.032 46.957 .000b 

Residual 43.279 70 .618   

Total 101.342 72    

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05 dan apa bila 

F hitung dibandingkan dengan F tabel maka 46, 957 > dari 3,13 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.  

 

4.1.10 Pembahasan Hipotesis 

Coefficientsª 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

a. Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan pengusaha 

kena pajak.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.17 secara parsial diperoleh dimana diketahui 

bahwa terlihat t-hitung 6,386 dan t-tabel 1,666 dimana t-hitung lebih besar dari t-tabel (6,386 > 

1,666) dan tingkat signifikan lebih kecil dari dari alpha (0,000 < 0,05). Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, maka H1 diterima. Artinya bahwa semakin 

tingginya penerapan faktur pajak eletronik maka hal ini akan mengakibatkan tingginya kepatuhan 

masyarakat terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Situmorang et al., 2022) yang 

menyatakan bahwa penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan pengusaha 

kena wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan faktur pajak elektronik 

(e-Faktur) akan meningkatkan kepatuhan masyarakat pengusaha kena pajak.  

Pada penelitian ini tiap item pernyataan di kuesioner penerapan E-Faktur pajak 

menunjukkan bahwa, jawaban yang mendominasi adalah setuju dan sangat setuju, dari lima 

pernyataan dengan 5 item jawaban. Hasil jawaban responden tersebut membuktikan bahwa 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Beta Standardized 

Coefficients 

Beta T 

t-

Tabel Sig. 

Model B Std. 

Error 

1 (Constant) -7.731 3.172 
 

-

2.437 

 .017 

 Faktur Pajak Elektronik 

(e-Faktur) 

.427 .067 .520 6.386 1,666 .000 

 Surat Pemberitahuan 

Elektronik (e-SPT) 

.691 .133 .424 5.206 1,666 .000 
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kualitas penerapan E-Faktur pajak di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Pelayanan pajak 

berupa penerapan E-Faktur pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan pengusaha kena 

pajak meningkat. 

b. Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan 

pengusaha kena pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.17 secara parsial diperoleh dimana diketahui 

bahwa terlihat t-hitung 5,206 dan t-tabel 1,666 dimana t-hitung lebih besar dari t-tabel (5,206 > 

1,666) dan tingkat signifikan lebih kecil dari dari alpha (0,000 < 0,05). Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, maka H2 diterima. Artinya bahwa 

semakin tingginya penerapan surat pemberitahuan elektronik maka hal ini akan mengakibatkan 

tingginya kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Dewi, 2020) 

menyatakan bahwa penerapan surat pemberitahuan elektonik (e-SPT)-PPN terhadap kepatuhan 

wajib pajak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan surat pemberitahuan 

elektronik (e-SPT)-PPN dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.  

Pada penelitian ini tiap item pernyataan di kuesioner penerapan surat pemberitahuan 

elektronik (e-SPT)-PPN menunjukkan bahwa, jawaban setuju dan sangat setuju, dari lima 

pernyataan dengan 5 item jawaban. Hasil jawaban responden tersebut membuktikan bahwa 

kualitas penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN di KPP Pratama Jayapura sudah 

cukup baik. Pelayanan pajak berupa penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-PPN yang 

baik dapat membuat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat. 

c. Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur)-PPN dan surat pemberitahuan 

elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. 

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, secara bersama-

sama, penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT)-

PPn berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nilai signifikan 

0,000. Nilai tersebut dinyatakan signifikan karena lebih kecil dari 0,05.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lucky Elnovia Darma  (2019) 

yang menyatakan bahwa faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan e-SPT (elektronik SPT) Masa PPN 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan surat pemberitahuan elektronik 

(e-SPT)-PPN dapat membuat kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat. 

 

5. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh penerapan e-Faktur 

dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Jayapura, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini hasil jawaban responden membuktikan bahwa penerapan 

e-Faktur di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-Faktur dapat membuat tingkat 

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat. 

2. Variabel Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini hasil jawaban responden membuktikan bahwa 

penerapan e-SPT PPN di KPP Pratama Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-SPT PPN dapat 

membuat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak meningkat. 

3. Variabel Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN secara 

bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada penelitian ini 

hasil jawaban responden membuktikan bahwa penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN di KPP Pratama 
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Jayapura sudah cukup baik. Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN dapat membuat tingkat kepatuhan 

Pengusaha Kena Pajak meningkat. 

4. Berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari KPP Pratama Jayapura dapat 

disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ada di Kota Jayapura patuh terhadap 

kewajibannya dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jayapura. 
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